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Abstrak

Pelayanan publik merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan fungsi penting dari pemerintah selain distribusi, regulasi,
dan proteksi, dimana hal tersebut merupakan aktualisasi riil kontrak sosial dengan masyarakat (Tarigan,
2003). Pemerintah sebagai penyedia layanan secara mutlak memiliki tanggungjawab untuk memberikan
pelayanan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Pelayanan ini wajib diberikan seperti yang telah
diamanatkan dalam dalam Undang Undang Dasar 1945 bahwa negara wajib melayani setiap warga negara
dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Sektor perizinan merupakan bagian integral dalam pelayanan publik. IMB
sebagai salah satu bagian dari pelayanan administrasi digunakan sebagai instrumen pengendalian
pemanfaatan ruang oleh pemerintah. Melalui perizinan IMB pemerintah dapat mengatur pola pemanfaatan
ruang dan kesesuaiannya terhadap rencana tata ruang. Fungsi penting IMB ini akan berjalan optimal jika
mendapat dukungan dari berbagai aspek, salah satunya pelayanan pada unit pelayanan. Unit layanan
merupakan tempat bertemunya penyelenggara pelayanan dengan pengguna layanan. Kemudahan dalam
pelayanan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyaraka untuk mengurus perizinan ini bagi bangunan
yang akan dibangun. Berangkat dari latarbelakang tersebut munculah pertanyaan penelitian yaitu
Bagaimana upaya peningkatan kualitas pelayanan IMB yang diberikan di unit pelayanan BPPT Kota
Semarang? Adapun penelitian ini bertujuan untuk melihat pencapaian dan upaya apa saja yang telah
dilakukan oleh penyelenggara pelayanan perizinan IMB di Kota Semarang pada unit layanan.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dimana analisis yang dilakukan
mengacu pada teori-teori yang ada. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis
kualitatif deskriptif, analisis kualitatif komparatif, metode appreciative inquiry, fish bone analisis dan
pengukuran kinerja pelayanan dengan matrik SOAR. Analisis yang dilakukan menghasilkan beberapa
temuan studi antara lain adanya kesenjangan antara pelayanan harapan/target yang ingin dicapai BPPT
Kota Semarang dengan kualitas penyampaian pelayanan. BPPT sendiri telah berusaha melakukan upaya-
upaya dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Hal ini
merupakan faktor pendukung keberhasilan pelayanan yang utama yaitu penyederhanaan prosedur perizinan
dengan penerapan sistem pelayanan satu pintu (IT OSS) dalam penyelenggaraan pelayanan pada unit
layanan. Pelayanan satu pintu (OSS) didukung dengan adanya alur koordinasi yang jelas antara BPPT
sebagai penanggungjawab urusan adminisrasi dengan dinas teknis (DTKP). Pemanfaatan IT didalamnya
diterapkan dalam sistem antrian, pendaftaran dan pemrosesan izin, tahap sosialiasi dan pengumuman
penerbitan izin. Penerapan sistem ini berdampak pada terciptanya pelayanan yang cepat, tepat dan mudah
(sederhana). Namun hal ini tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari keseluruhan komponen manajemen
pelayanan terutama aspek personil. Masih ditemukan sejumlah kendala pada aspek 3PO. Kendala utama
yang merupakan titik akupuntur penghambat keberhasilan pelayanan berupa ketidaksiapan personil baik
secara kualitas maupun kuantitas dalam mendukung pelaksanaan sistem tersebut, sehingga pelaksanaannya
tidak dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi terwujudnya pelayanan prima. Hal kemudian
berakibat pada ketidaktercapaian outcome (dampak/manfaat) yang diharapkan dan belum sepenuhnya
mendukung terwujuknya visi dan misi pelayanan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa pelayanan yang diberikan oleh
BPPT Kota Semarang pada unit pelayanan belum mampu mewujudkan terciptanya pelayanan prima.
Walaupun dalam kenyataannya pihak BPPT telah melakukan inovasi dan upaya peningkatan kualitas
pelayanan, namun hal tersebut masih belum dapat berkontribusi besar bagi terciptanya pelayanan prima.
Hal ini dikarenakan masih ditemukannya sejumlah kendala pada aspek personil. Karena pada dasarnya
keberhasilan pelayanan akan terwujud dengan adanya dukungan dari semua aspek dalam kerangka
komponen manajemen pelayanan, karena pelayanan yang maksimal merupakan sinergi yang baik antar
komponen manajemennya.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan
bernegara. Pelayanan ini wajib diberikan seperti yang telah diamanatkan dalam dalam Undang Undang
Dasar 1945 bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi
kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah merupakan aktor yang berperan sebagai penyedia dan penyelenggara layanan.
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan fungsi dari pemerintah selain distribusi, regulasi, dan
proteksi, dimana hal tersebut merupakan aktualisasi riil kontrak sosial dengan masyarakat (Tarigan,
2003). Dengan demikian pemerintah secara mutlak memiliki tanggungjawab untuk memberikan
pelayanan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pelayanan yang diberikan beragam,
baik berupa bentuk pelayanan administratif, pelayanan barang maupun jasa. Hakekat pelayan publik
adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban
aparatur negara sebagai abdi masyarakat.

Pelayanan publik memiliki peranan yang penting dalam kehidupan bernegara. Menurut
Dwiyanto (2006: 20-24), ada beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis.
Pertama, pelayanan publik merupakan sektor dimana negara yang diwakili oleh pemerintah
berinteraksi dengan lembaga non pemerintah. Artinya ada keterhubungan yang intensif antara
pemerintah dan warganya. Kedua, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance.
Pemerintah sebagai representasi negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar memiliki kepentingan
dan keterlibatan yang tinggi dalam sektor pelayanan publik. Ketiga, berbagai aspek tata pemerintahan
yang baik dapat diartikulasikan lebih mudah dalam bidang pelayanan publik. Aspek kelembagaan
yang selama ini dijadikan rujukan dalam menilai praktik Good Governance (tata pemerintahan yang
baik) dapat dengan mudah dinilai dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik.

Membenahi pelayanan publik dapat menjadi lokomotif dalam upaya perubahan menuju
perwujudan tata pemerintahan yang baik. Era desentralisasi dewasa ini dapat menjadi wahana untuk
meningkatkan kinerja pelayanan publik. Dibukanya peluang yang seluas-luasnya dengan adanya
pelimpahan kewenangan bagi pemerintah daerah seyogyanya dapat memacu pemerintah daerah untuk
memberikan inovasi-inovasi dalam pelayanannya. Hal ini juga dianggap sebagai salah satu upaya
memotong hambatan birokratis yang kerap kali mengakibatkan pemberian layanan memakan waktu
dan biaya. Dengan adanya kesempatan yang lebih luas ini maka hal ini menuntut pemerintah untuk

mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif, berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan dan



aspirasi masyarakat lokal (Mohammad, 2003). Namun peluang-peluang yang muncul dengan adanya
otonomi malah dipersepsikan secara sempit dan berakhir menjadi konflik kepentingan didalamnya.
Menyoroti pelayanan publik di Indonesia pada umumnya masih sarat dengan ketidakpastian baik dari
harga, prosedur maupun waktu dan hal ini memberikan konsekuensi yang buruk bagi kinerja
pelayanan publik (www.indonesia.go.id). Berawal dari paradigma usang yang menyesatkan namun
hingga saat ini masih diimplementasikan dalam pelayanan yaitu motto, “Kalau bisa dipersulit kenapa
dipermudah?”. Pola pikir yang salah ini telah melekat dalam pelayanan di sektor publik dan akan
mempengaruhi misi dari keberadaan birokrasi publik itu sendiri, jati diri, fungsi, dan aktivitas yang
dilakukan birokrasi tersebut sehari-hari. Pola pikir ini kemudian mengawali munculnya
penyimpangan-penyimpangan dalam sektor ini (Dwiyanto, 2006: 27).

Karena masyarakat bersifat dinamis maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah
mengikuti perkembangan masyarakat (Dwiyanto, 2006). Karena itu harus ada upaya riil penyesuaian
dengan dinamika perkembangan masyarakat melalui adaptasi dan peningkatan Kinerja pelayanan
publik menjadi lebih baik dari waktu ke waktu menuju terciptanya tata pemerintahan yang baik. Kita
ketahui bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang relevan, valid dan reliabel merupakan
kondisi ideal yang harus diwujudkan, hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi pandangan
masyarakat akan pentingnya suatu pelayanan publik. Bahwa pelayanan publik merupakan wujud
komunikasi dan kerjasama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan dengan masyarakat sebagai
pengguna layanan, dimana ada kepentingan masing-masing yang ingin dicapai dengan adanya
komunikasi ini. Misalnya pelayanan perizinan mendirikan bangunan (IMB), bagi pemerintah IMB
merupakan instrumen yang digunakan dalam mengendalikan pemanfaatan ruang kota, sedangkan bagi
masyarakat IMB akan menjamin legalitas, kenyamanan, keamanan dan keseimbangan lingkungan
sekitar tempat tinggalnya sehingga bangunan yang didirikan dapat menjadi tempat yang nyaman untuk
beraktivitas.

Bentuk penyesuaian dengan dinamika perkembangan masyarakat ini dilakukan dengan
mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan (Continues Prosess
Improvement). Dimana yang menjadi fokus dalam upaya perbaikan adalah menghilangkan
kesenjangan (gap) antara pelayanan yang diberikan dan kebutuhan masyarakat, artinya diupayakan
adanya keseimbangan dan saling melengkapi antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat (LGSP,
2007). Penyelenggara pelayanan hendaknya peka pada kebutuhan masyarakat dan
mengimplementasikannya dalam sistem pelayanan yang tanggap pada kebutuhan masyarakat. Hal ini
hendaknya dilakukan secara merata pada semua aspek manajemen pelayanan yaitu policy, prosedur,
personil dan organisasi (3PO), sehingga usaha yang maksimal pada komponen yang menjadi kerangka
manajemen pelayanan ini akan berimplikasi pada dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan

secara keseluruhan.



Bentuk perwujudan pelayanan yang responsif adalah dengan memberikan kemudahan dalam
pelayanan bagi masyarakat. Sistem pelayanan satu pintu (One Stop Service) merupakan sistem
pelayanan yang sedang marak digalakkan oleh pemerintah daerah di Indonesia sebagai bentuk
ketanggapan akan kebutuhan masyarakat. One Stop Service adalah konsep populer yang diterapkan
dalam penyederhanaan proses pelayanan. Disini semua proses terkait dengan penyajian pelayanan
dihadirkan pada bangunan yang sama, satu atap, satu pintu. Penegasan satu pintu dimaksudkan untuk
memperkecil jumlah interaksi antara pengguna jasa dengan para petugas, selain untuk
mengefisiensikan juga untuk mengurangi praktik pungutan liar. Pengguna layanan tidak lagi harus
berkoordinasi sendiri dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan permohonan perizinan karena
koordinasi dengan dinas tersebut dilakukan oleh penyelenggara pelayanan. Masyarakat hanya perlu
memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan kemudian menunggu hingga pemrosesan perizinan
selesai. Penerapan konsep OSS pada unit layanan juga menekankan kemudahan dan kenyamanan
pengunjung. Kondisi fisik bangunan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung sistem OSS
dalam unit layanan ini juga menjadi pertimbangan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan
bagi kelompok sasaran dalam mengakses layanan. Konsep ini dinilai efektif dalam memberikan
pelayanan prima bagi pengguna layanan.

Pada intinya penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik akan berdampak pada optimalnya
fungsi perizinan tersebut, secara khusus pelayanan pada unit layanan. Unit layanan merupakan wahana
tempat bertemunya penyelenggara pelayanan dengan pengguna layanan. Tempat ini hendaknya juga
menjadi sarana penjaringan aspirasi masyarakat akan kebutuhannya terhadap suatu pelayanan,
sehingga selayaknya pelayanan yang diberikan oleh pihak penyelenggara pelayanan maksimal. Hal ini
akan memberikan motivasi bagi masyarakat untuk berbondong-bondong mengurus perizinan tersebut.
Kemudahan dalam pelayanan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dengan demikian
fungsi perizinan tersebut dapat berjalan optimal, karena adanya upaya saling mendukung antara
kepentingan masyarakat dan pemerintah kota sendiri.

Hal ini kemudian melatarbelakangi perlu adanya kajian yang membahas mengenai upaya-upaya
peningkatan kualitas manajemen pelayanan pada unit pelayanan perizinan khususnya IMB. Apa saja
yang telah dilakukan untuk mendukung keoptimalan fungsi suatu pelayanan perizinan. Pelayanan yang
baik pada unit layanan akan memberikan implikasi pada optimalnya fungsi perizinan IMB pada aspek
yang lebih luas yaitu dalam pengendalian pemanfaatan ruang, kontribusi pada perekonomian daerah,
mendukung keseimbangan lingkungan dan pada akhirnya akan mendukung pembangunan kota yang

berkelanjutan.



1.2 Perumusan Masalah

Sektor perizinan merupakan bagian integral dalam pelayanan publik. 1zin Mendirikan Bangunan
sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang memegang peranan penting dalam upaya
pengendalian laju peningkatan intensitas bangunan di Kota Semarang. Perizinan ini akan berfungsi
secara optimal jika didukung oleh penyelenggaraan pelayanan yang baik pula di segala aspek dalam
komponen aliran penyampaian pelayanan (Service Delivery Flow). Salah satu komponen yang
berwujud (tangible) dan dapat dilihat kinerjanya secara jelas adalah manajemen pelayanan pada unit
layanan (Service Point). Seyogyanya jika pelayanan yang diberikan pada unit layanan juga baik maka
akan memberikan pengaruh yang baik bagi upaya pengendalian pemanfaatan ruang oleh pemerintah
kota. Di Kota Semarang lembaga yang secara khusus melayani pelayanan perizinan ini adalah Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Badan ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan
pelayanan perizinan dan berkoordinasi dengan SKPD lainnya terkait dengan penerbitan izin.
Latarbelakang berdirinya badan ini adalah dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Kota
Semarang melalui pelayanan perizinan yang aksesibel dan mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Era desentralisasi yang diterapkan di Indonesia pada saat ini merupakan suatu peluang untuk
mewujudkan pelayanan perizinan yang aksesibel dan mengakomodasi kepentingan masyarakat.
Pemerintah daerah yang memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dan lebih dekat
dengan masyarakat tentunya memiliki kepekaan yang lebih dalam mengenali kebutuhan masyarakat
lokal setempat. Demikian halnya dengan pelayanan di Kota Semarang. Salah satu upaya yang telah
dilakukan hingga saat ini oleh Kota Semarang dalam membenahi penyelenggaraan pelayanan
perizinan adalah dengan menjadi bagian dari 283 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki sistem
One Stop Service. Lewat OSS, Wali Kota mendelegasikan wewenang penandatanganan ke kepala
BPPT, hal ini merupakan langkah maju untuk memangkas birokrasi (Suara Merdeka, Kamis 2 Agustus
2007). Adanya upaya ini melatarbelakangi peneliti untuk melihat upaya lebih jauh yang telah
dilakukan oleh penyelenggara pelayanan perizinan di Kota Semarang hingga saat ini. Apakah
kesempatan yang terbuka dengan adanya era desentralisasi ini telah dimanfaatkan dengan baik oleh
penyelenggara pelayanan perizinan untuk melakukan inovasi-inovasi dan upaya untuk memberikan
pelayanan prima bagi masyarakat? karena pembenahan dalam manajemen pelayanan didalam tubuh
penyelenggara pelayanan akan berkontribusi pada terciptanya penyelenggaraan pelayanan yang prima.

Dilatarbelakangi oleh alasan tersebut maka hal ini memunculkan pertanyaan penelitian
(research questions) yaitu Bagaimana upaya-upaya peningkatan kualitas manajemen pelayanan
IMB yang dilakukan di unit pelayanan BPPT Kota Semarang? Hal ini akan menjelaskan pencapaian
dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan perizinan IMB di Kota

Semarang.



1.3 Tujuan dan Sasaran
1.3.1 Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis upaya peningkatan
kualitas manajemen pelayanan yang dilakukan oleh unit pelayanan BPPT Kota Semarang. Pencapaian
yang telah diketahui pada saat ini akan menjadi tolak ukur untuk melakukan upaya perbaikan yang
lebih baik secara berkelanjutan (Continue Prosess Improvement) dimasa yang akan datang.
1.3.2 Sasaran
Sasaran yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan diatas antara lain:
1. Analisis ketercapaian harapan yang ingin diwujudkan dalam pelayanan dilihat melalui
ketercapaian hasil (output) dan manfaat (outcome).
2. Analisis permasalahan yang menjadi prioritas perbaikan dalam komponen manajemen
pelayanan (3PO).
3. Analisis penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pelayanan oleh
komponen manajemen pelayanan (3PO).
4. Analisis faktor-faktor pendukung keberhasilan manajemen pelayanan di unit layanan BPPT

Kota Semarang.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian
1.4.1 Ruang Lingkup Substansial

Batasan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup komponen manajemen
pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan khususnya pada unit layanan (Service Point).
Pembahasan menekankan peran aspek policy, prosedur, personil dan organisasi dalam
penyelenggaraan pelayanan pada unit layanan. Aspek policy akan membahas mengenai kebijakan
yang telah dirumuskan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan. Aspek prosedur menjelaskan
tahapan proses yang harus dijalankan untuk menerbitkan IMB terkait dengan pelaksanaannya baik
pada unit layanan maupun proses teknis, persyaratan dan kemudahan mengakses layanan. Aspek
personil akan memaparkan kompetensi personil dalam mendukung pelayanan dan upaya peningkatan
kapasitas SDM. Aspek organisasi akan menggali pembagian tupoksi dalam organisasi dan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan. Selain melihat pencapaian, materi yang akan dibahas juga
melihat kesenjangan dalam pelayanan dan upaya penerapan prinsip-prinsip good governance dalam
penyelenggaraan pelayanan.
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah studi penelitian ini adalah Kota Semarang. Pemilihan Kota Semarang
sebagai wilayah studi penelitian didasari atas beberapa pertimbangan yaitu cakupan pelayanan IMB

yang diberikan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) mencakup wilayah Kota Semarang



secara keseluruhan sehingga wilayah studi penelitian difokuskan pada wilayah administrasi Kota
Semarang. Kota Semarang juga merupakan wilayah yang berbukit-bukit dan memiliki kelerengan
yang bervariasi sehingga memerlukan kontrol yang serius terhadap penggunaan lahannya. Pada
kenyataannya Kota Semarang termasuk wilayah yang mengalami permasalahan alih fungsi lahan yang
cukup serius hingga mengakibatkan bahaya banjir setiap tahunnya, sehingga perizinan IMB
memegang peranan penting dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Berikut ini merupakan
Peta Administrasi Kota Semarang (Lihat Gambar 1.1).

1.5 Kerangka Pemikiran Studi

Kerangka pemikiran studi merupakan alur pemikiran yang menjadi dasar dan tahapan
penelitian. Kerangka pikir membantu memahami pemikiran peneliti akan penelitian yang
dilakukannya. Dimulai dari latar belakang dan rumusan permasalahan yang menjadi justifikasi
pentingnya dilakukan penelitian. Kemudian memunculkan pertanyaan penelitian dan tujuan yang akan
dicapai dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan tahapan analisis dan menghasilkan keluaran studi.

Berikut kerangka pemikiran studi penelitian ini (Lihat Gambar 1.2).

1.6 Keaslian Penelitian
Keaslian penelitian dapat dilihat dengan membandingkan penelitian yang dilakukan dengan
penelitian lainnya yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat digambarkan dalam tabel berikut.

TABEL I.1
KEASLIAN PENELITIAN

Variabel Peneliti
Pembeda Yuni Astuti, 2001 Darisman, 2004 Angela Ria O, 2009
Alternatif Model Retribusi IMB | Persepsi Masyarakat tentang | Analisis Upaya Peningkatan
Judul dan dalam Kaitannya dengan optimasi | Pelaksanaan IMB di Kota | Kualitas Manajemen Pelayanan
Lokasi Fungsi IMB sebagai Pengendali | Bangkinang Kab. Kampar I1zin Mendirikan Bangunan (IMB)
Penelitian Intensitas Bangunan dan Guna Di Unit Pelayanan BPPT Kota
Lahan di Kota Semarang Semarang
o IMB sebagai intrumen | e Perda no 02 tahun 1992 | e Pelayanan yang baik pada unit
pengendali tata ruang kurang tentang IMB belum layanan akan berimplikasi
efektif karena terjadi diterapkan secara  penuh pada keoptimalan fungsi IMB
Permasalahan penyelewengan dalam retribusi dalam pengelolaan dan tata dalam aspek yang lebih luas.
& Research dan belum ada peraturan tegas ruang. e Bagaimana upaya peningkatan
Questions yang terkait dengan komponen | e Faktor apa saja yang kualitas manajemen pelayanan
retribusi mempengaruhi hal tersebut yang diberikan di  unit
e Bagaimana model retribusi IMB berdasarkan persepsi pelayanan BPPT Kota
yang efektif? masyarakat? Semarang?
Metode/alat Metod_e_ analisis Korelasi dan | Kuantitatif statistis Analisis Kualitatif I_3e§kriptif (_jan
analisis regresi linear berganda K_omparatlf, _Apprematlve Inquiry,
Fish Bone Diagram, SOAR
Keluaran Model retribusi IMB untuk fungsi | Persepsi masyarakat tentang Upayg peningkatan kualitas_
Studi perumahan dan perkantoran pelaksanaan IMB manajeman pelayanan IMB di
unit layanan
Korelasi Ketiga penelitian ini secara garis besar berada dalam payung pembahasan Izin Mendirikan Bangunan.
ketiga Pembahasan dilakukan dari berbagai sudut pandang yang, terkait dengan retribusi, implementasi dan
penelitian penyelenggaraan pelayanan perizinan pada unit layanannya.

Sumber: Analisis Penulis, 2009
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Kerangka Pemikiran Penelitian
Sumber: Analisis Penulis, 2009

1.7 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan
ilmu di bidang perencanaan wilayah dan kota terutama sektor pelayanan publik yaitu perizinan IMB.
IMB berkaitan erat dengan penataan ruang kota karena fungsi IMB merupakan salah satu instrumen
pengendali pemanfaatan ruang.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu sebagai masukan

bagi pemerintah, perencana kota, dan masyarakat umum mengenai pelayanan publik secara umum



terutama perizinan IMB sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan menuju kualitas pelayanan yang
prima. Hal ini dapat dimulai dengan mengetahui dan mengidentifikasi kapasitas pelayanan yang
diberikan. Diharapkan untuk kedepannya input ini dapat berguna dalam pengembangan pelayanan
publik yang resporisif terhadap kebutuhan masyarakat dan secara umum dapat berkontribusi dalam

mendukung keberhasilan pembangunan Kota Semarang.

1.8 Posisi Penelitian dalam Konteks PWK

Posisi penelitian menunjukan letak penelitian dalam konteks bidang ilmu perencanaan Wilayah
dan Kota. Penelitian ini berada pada lingkup pelayanan publik yaitu pelayanan administrasi. Pelayanan
IMB khususnya bertujuan untuk mendukung fungsi pemerintah dalam pengendalian pemanfaatan
ruang seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang no. 26 tahun 2007.
Pengendalian melalui sektor perizinan merupakan bagian dari proses manajemen perkotaan pada
fungsi controlling. IMB digunakan sebagai alat kontrol oleh pemerintah dalam mengendalikan
pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Penelitian ini berada

pada aspek pelayanan yang diberikan pada unit layanan khusunya di Kota Semarang.

4 N

. /

Gambar 1.3

Posisi Penelitian dalam Bidang lImu Perencanaan Wilayah dan Kota
Sumber: Analisis Penulis, 2009

1.9 Pendekatan, Metode dan Obyek Penelitian
1.9.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah Pendekatan Kuantitatif, dengan menggunakan pola pikir
deduktif. Analisis yang dilakukan berpijak pada teori-teori yang ada yaitu mengenai penyelenggaraan
pelayanan publik dengan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dan aspek 3PO yang berperan

dalam manajemen pelayanan IMB. Pembahasan juga ditekankan pada aspek-aspek yang berperan
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dalam menentukan kualitas suatu pelayanan. Penggunaan pola pikir deduktif selalu didahului dengan
hipotesis sehingga memerlukan dukungan kajian pustaka yang lengkap dan terperinci. Hal ini
kemudian menjadi dasar bagi peneliti untuk mengetahui indikator-indikator yang akan digunakan

dalam penelitian berdasarkan kajian terhadap literatur seputar pelayanan publik.

1.9.2 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif,
kualitatif komparatif, metode Appreciative Inquiry, Fish Bone Diagram dan SOAR (Strength,
Oportunity, Aspiration dan Result).
1. Teknik Analisis Kualitatif Deskriptif

Teknik analisis kualitatif deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan
antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003: 54). Teknik deskriptif dalam penelitian ini
digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik pelayanan IMB di Kota Semarang berdasarkan
kondisi eksisting dari aspek kebijakan, prosedur, personil dan organisasi.

2. Teknik Analisis Kualitatif Komparatif

Teknik analisis komparatif digunakan untuk mengetahui pencapaian yang telah dilakukan
dengan target (harapan) yang ingin diwujudkan. Selain itu teknik ini juga digunakan dalam
membandingkan pencapaian-pencapaian yang telah diketahui dengan prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang baik. Sehingga dapat dinilai apakah kapasitas pelayanan yang diberikan di
Kota Semarang telah menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam
pelaksanaannya.

3. Metode Appreciative Inquiry (Al)

Metode ini bertujuan memberikan penilaian terhadap pencapaian. Dalam penelitian ini
metode Al digunakan untuk mengidentifikasi capaian-capaian dalam pelayanan IMB di Kota
Semarang. Dengan mengetahui capaian pelayanan maka dapat dinilai sejauh mana pencapaian
tujuan dari penyelenggaraan pelayanan, sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap kualitas
pelayanan yang diberikan. Elemen yang dijadikan standar dapat berupa pencapaian terhadap visi
misi dan target-target yang telah ditetapkan penyelenggara layanan. Appreciative inquiry
diharapkan akan membangun optimisme penyelenggara pelayanana untuk meningkatkan
kualitas pelayanannya menjadi lebih baik berdasarkan kondisi pencapaian dimasa sekarang dan
potensi yang ada.

4. Fish Bone Analisis (Fish Bone Diagram)
Fish bone diagram atau lebih dikenal dengan diagram tulang ikan merupakan teknik

analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat
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dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Diagram ini akan mengidentifikasi
faktor tersebut berdasarkan komponen manajemen pelayanan yaitu 3PO. Setelah dilakukan
identifikasi maka dirumuskan titik akupuntur yang menjadi pokok pendukung maupun
penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan. titik akupuntur faktor pendukung merupakan
faktor utama yang berperan dalam menentukan keberhasilan suatu pelayanan, faktor ini juga
menentukan keberhasilan peran komponen lainnya dalam kerangka 3PO. Demikian pula halnya
dengan faktor penghambat, dimana titik akupuntur yang dirumuskan merupakan pokok
permasalahan yang juga menyebabkan permasalahan pada komponen lainnya dalam kerangka
3PO. Disumsikan penyelesaian permasalahan pada titik ini akan memberikan implikasi
penyelesaian masalah pada komponen lainnya.
5. SOAR (Strength, Oportunity, Aspiration dan Result)

Analisis dengan matrik SOAR merupakan metode yang digunakan untuk mengukur
kinerja penyelenggraan pelayanan publik. Kinerja yang diukur lebih menekankan pencapaian
daripada mengidentifikasi permasalahan yang ada. Matriks ini secara umum menerapkan prinsip
pendekatan Appreciative Inquiry. Adapun yang menjadi fokus adalah penggalian kekuatan,
peluang, aspirasi dan hasil yang diharapkan, bukan berkutat pada permasalahan yang
membutuhkan penyelesaian. Hasil identifikasi terhadap masing masing aspek SOAR tersebut
akan digunakan sebagai acuan dalam merumuskan rekomendasi bagi peningkatan kinerja
pelayanan, artinya dengan kekuatan yang dimiliki serta melihat peluang yang ada dapat

dirumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan aspirasi dan hasil yang diharapkan.

1.9.3 Obyek Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, terdiri dari objek yang nyata, abstrak, peristiwa
ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama (Sukandarumidi,
2004: 47). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penyelenggara pelayanan IMB
di Kota Semarang yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang yang
berkoordinasi dengan Dinas Teknis yaitu Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang
merupakan sumber data, Sampel digunakan dengan tujuan membatasi jumlah populasi namun tetap
mewakili karakteristik sampel untuk membuat generalisasi hasil analisis. Teknik pengambilan sampel
menggunakan teknik Purposive Sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan
tujuan dan kepentingan tertentu. Pertimbangan dalam pengambilan sampel disesuaikan dengan
maksud dan tujuan penelitian. Hal yang harus diperhatikan dalam mempergunakan teknik Purposive

Sampling antara lain dalam hal pengambilan sampel yang harus sesuai dengan tujuan. Adapun jumlah
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dan ukuran sampel tidak dipersoalkan dan unit sampel disesuaikan dengan kriteria tertentu
berdasarkan tujuan (Sukandarumidi, 2004: 65).
Adapun kriteria sampel yang akan dijadikan sasaran wawancara dan identifikasi data dan

informasi antara lain sebagai berikut.

TABEL 1.2
KRITERIA OBJEK PENELITIAN

No. Kriteria Sampel Narasumber

1. Pihak yang bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, | Kepala BPPT Kota
membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi | Semarang
pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga perlayanan.

Pihak yang bertanggungjawab terhadap penentuan rancangan
pelayanan dan implementasinya pada unit pelayanan.

Pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan
terkait dengan penyelanggaraan pelayanan di unit layanan BPPT.

2. Pihak yang bertanggungjawab dalam perumusan kebijakan teknis | Penanggungjawab
dibidang perencanaan dan evaluasi kinerja pelayanan di BPPT. bagian Perencanaan
Pihak yang bertanggungjawab dalam penyusunan rencana program | dan Evaluasi BPPT
kerja dan laporan pertanggungjawaban kinerja pelayanan BPPT.

3. Pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pelayanan proses | Penanggungjawab
administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan bidang | Bidang  Perizinan
pembangunan yang termasuk didalamnya perizinan mendrikan | Pembangunan
bangunan (IMB). BPPT
Pihak yang mengelola unit pelayanan perizinan dan melaksanakan
penerimaan permohonan perizinan di BPPT Kota Semarang.

Pihak yang berkoordinasi dengan dinas teknis perizinan IMB.

4. Pihak yang bertanggungjawab dalam merencanakan, | Penanggungjawab
mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan | Bidang Teknologi
sistem informasi di BPPT Kota Semarang. dan Informasi
Pihak yang membangun dan mengembangkan jaringan sistem | BPPT
informasi pelayanan perizinan (IT OSS) dalam penyelenggaraan
pelayanan di unit pelayanan BPPT Kota Semarang.

Pihak yang bertanggingjawab dalam pemeliharaan dan pengawasan
kinerja jaringan sistem informasi pelayanan perizinan di unit
layanan.

5. Pihak yang bertanggungjawab dalam perumusan kebijakan dibidang | Penanggungjawab
kepegawaian bagian
Pihak yang bertanggungjawab dalam pengorganisasian pegawai dan | Kepegawaian
pembagian tupoksi dalam mendukung implementasi kebijakan dan
prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.

Pihak yang mengelola administrasi kepegawaian dan menyajikan
data dan informasi kepegawaian

6. Pihak yang berhadapan langsung dengan pengguna layanan | Pegawai fontliner
(masyarakat) pada unit layanan. unit pelayanan
Yang termasuk dalam pegawai frontliner antara lain pegawai loket
pelayanan, layanan customer service, pegawai sistem antrian,
pegawai pencetakan SK, dan pegawai loket pengambilan izin.

7. Pihak yang bertanggungjawab terhadap teknis pemrosesan perizinan | Penanggungjawab
mendirkan bangunan. Teknis Pembuatan
Yang termasuk bidang teknis IMB di DTKP vyaitu bidang | Izin (Dinas Teknis
pengawasan dan penataan bangunan, khususnya seksi penataan | DTKP Kota
bangunan. Pihak yang berperan didalamnya antara lain tim | semarang)
pengukuran, tim pembuatan konsep IMB, dan tim perhitungan
konsep retribusi.

Sumber: Analisis Penulis, 2009
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1.10 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang akan dibahas dimulai dari tahap pengumpulan data, tahap pengolahan
dan penyajian data serta tahapan analisis. Adapun penjelasan pada masing-masing tahapan adalah
sebagai berikut.
1.10.1 Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan survei sekunder yang meliputi survei instansional
dan telaah literatur serta survei sekunder yang meliputi kegiatan obeservasi langsung dan wawancara
dengan stakeholder terkait. pengumpulan data dilakukan dengan kedua cara tersebut karena masing-
masing memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga dengan demikian diharapkan
kedua metode survei tersebut dapat saling melengkapi dan mendukung untuk memperoleh hasil yang
akurat. Adapun tahap pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

1. Tahap Prasurvei

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap pra survei adalah:

a. Studi literatur. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami teori yang akan
digunakan dan menjadi dasar dalam penelitian ini. Literatur tersebut seputar pelayanan
publik terkait dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan prinsip-prinsip good
governance, aliran penyampaian pelayanan, kerangka manajemen pelayanan, serta literatur
seputar perizinan mendirikan bangunan (IMB) dan best practice pelayanan perizinan di
tempat lain yang dapat dipelajari keberhasilannya. Hal ini dilakukan dengan cara membaca
sumber-sumber informasi baik melalui buku, koran, jurnal, internet, makalah, artikel dan
lain lain.

b. Survei pendahuluan. Survei ini dilakukan untuk mendapatkan informasi awal dilapangan
mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Semarang, sehingga dapat
mengenali objek penelitian sekaligus pencarian informan kunci bagi survei yang
sesungguhnya.

¢. Menyusun prosposal penelitian dan mempersiapkan kelengapan administrasi survei yaitu
surat menyurat perizinan survei. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan survei
lapangan.

d. Mempersiapkan kelengkapan dan perangkat survei. Adapun persiapan yang dilakukan
antara lain menyiapkan:

¢+ Perangkat survei antara lan form wawancara, form obeservasi, list kebutuhan data dan
catatan lapangan.

+» Kamera digital untuk observasi kondisi eksisting unit pelayanan BPPT Kota Semarang
terkait dengan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pada unit layanan.

+« Recorder yang digunakan untuk merekam hasil wawancara.



14

2. Tahap Survei

Kegiatan survei dilakukan dengan teknik pengumpulan data primer (survei primer) dan teknik

pengumpulan data sekunder (survei sekunder).

a. Pengumpulan Data Primer

/
0’0

Observasi Lapangan. Secara umum observasi atau pengamatan lapangan dilakukan
untuk memverikasi dan memperkuat fakta yang ada. Dengan memperoleh gambaran
riil di wilayah studi mengenai penyelenggaraan perlayanan IMB maka membuktikan
keakuratan fakta dan fenomena yang diangkat. Observasi menggunakan instrumen
berupa kamera digital dan check list data (catatan pengalaman) yang akan diamati.
Adapun objek yang diamati antara lain kegiatan yang dilakukan pada unit pelayanan
perizinan BPPT Kota Semarang, kelengkapan sarana dan parasarana serta kodisi unit
layanan tersebut.

Wawancara. Wawancara merupakan pengumpulan data informasi dengan memberikan
pertanyaan kepada pihak yang dinilai dapat dijadikan sumber informasi. Wawancara
akan dilakukan pada pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan dalam hal ini
pihak DTKP Kota Semarang dan BPPT Kota Semarang. Wawancara akan dilakukan
untuk mencari informasi mengenai pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan
dalam penyelenggaraan pelayanan IMB, sehingga diperoleh gambaran mengenai
kapasitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan IMB. Instrumen

yang digunakan dalam wawancara adalah form wawancara dan catatan wawancara.

b. Pengumpulan Data Sekunder

R

0.0

Survei Instansional. Survei instansional yang akan dilakukan dengan pengumpulan
data instansi dan wawancara instansi. Adapun instansi yang akan menjadi sasaran
survei antara lain instansi yang terlibat langsung dalam perizinan IMB yaitu BPPT
Kota Semarang dan Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Kota Semarang yang
menjadi lembaga pelayanan perizinan dan non-perizinan bagi masyarakat Kota
Semarang dan dinas teknis perizinan IMB. Survei ini diharapkan dapat memberikan
informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan mendirikan bangunan yang
diberikan di Kota Semarang.

Studi Literatur (dokumen). Studi literatur dilakukan pada dokumen-dokumen yang
memuat kajian pelayanan IMB, seperti peraturan daerah, Undang-undang, Permen
PAN, Rencana Tata Ruang, dan literatur lain yang relevan dengan bahasan IMB.
Selain itu juga dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga terkait seperti rencana
strategis (renstra) BPPT Kota Semarang dan laporan pertanggung jawaban Kinerja

SKPD. Dokumen yang akan ditelaah erat kaitanya dengan aspek pembahasan dalam
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manajemen penyelenggaraan pelayanan IMB yaitu aspek kebijakan, prosedur, personil
dan organisasi. Literatur ini akan menjadi informasi yang digunakan dalam analisis

dan identifikasi kualitas pelayanan yang diharapkan bagi keluaran studi ini.

Untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam survei
lapangan maka disusun list kebutuhan data. List kebutuhan data memuat data yang akan digunakan,
metode pengumpulan data dan sumber data. Penjabarannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut
(Lihat Tabel 1.3).

1.10.2 Tahap Pengolahan dan Penyajian Data
Setelah data-data yang diperlukan sudah didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah
pengolahan dan penyajian data. Adapun tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Editing
Kegiatan editing ini merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengolah data.
Kegiatan ini dilakukan untuk mengecek kembali data form wawancara yang telah dikumpulkan,
yaitu mengecek mengenai kelengkapan pengisian ataupun kejelasan dari penulisannya, apabila
terdapat lembar wawancara yang jawabannya tidak jelas penulisannya ataupun ada butir
pertanyaan yang belum terisi maka pengumpul data yang bersangkutan diminta untuk
memperjelas atau melengkapinya.
2. Pengkodean Data
Pengkodean data ini dilakukan terutama untuk mengolah data hasil wawancara. Pengkodean
dilakukan untuk memudahkan pencarian informasi pada hasil wawancara. Adapun bentuk

pengkodean yang dilakukan memiliki pola sebagai berikut.

Keterangan :
Bagian a : digunakan untuk menunjukkan kategori informasi yang terdiri dari:
MKN : Mekanisme/Prosedur pelayanan
STR : Strategi dan pencapaian pelayanan
SDM : Kompetensi SDM/ personil di BPPT Kota Semarang
TRG : Target yang ingin dicapai
SOS : Upaya sosialisasi dan penjaringan aspirasi

TTR : Pengaruh terhadap penataan ruang kota Semarang.



TABEL 1.3
DATA YANG DIGUNAKAN

komponen 3PO.

penerbitan IMB

« Upaya memotivasi pegawai

ORGANISASI

e Struktur organisasi BPPT

¢ Penjabaran tupoksi masing-masing bagian pada
SOTK BPPT khususnya dalam penerbitan IMB

: Metode Bentuk Tahun

No. Sasaran Data yang Digunakan Manfaat Pengumpulan Data Data Sumber Data

1. | Analisis kesenjangan |« Visi dan misi BPPT Kota Semarang Membandingkan  Survei Sekunder |+ Deskripsi Terbaru | BPPT  Kota
dalam e Program  kerja dan  rencana  strategis | implementasi (data instansi) e Table Semarang
penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan perizinan di BPPT pelaksanaan program |+ Wawancara instansi
pelayanan e Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan | dengan target |» Telaah Dokumen

program BPPT Kota Semarang pencapaian yang
 Pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh |diharapkan.
BPPT Kota Semarang.

2. Analisis POLICY * Mengetahui e Survei Sekunder |+ Deskripsi Terbaru |« BPPT Kota
Permasalahan yang |+ Kebijakan yang mengatur terkait dengan aspek | potensi dan | (data instansi) * Tabel Semarang
menjadi prioritas | prosedur, personil dan organisasi. kendala dalam |« Wawancara instansi |+ Chart * DTKP
perbaikan dalam |+ Upaya peningkatan kualitas pelayanan komponen 3PO  Telaah Dokumen  Data
komponen PROSEDUR » Mengetahui sekunder
manajemen e Mekanisme pelayanan adminstrasi perizinan di | upaya-upaya dan
pelayanan (3PO) BPPT. pencapaian BPPT

3. | Analisis penerapan |* Mekanisme pemrosesan teknis IMB di DTKP dalam pelayanan
prinsip Good |+ Kesesuaian/ konsistensi pelaksanaan prosedur e Mengetahui
Governance dalam |* Upaya sosialisasi dan penjaringan aspirasi di unit | kendala yang
penyelenggaraan layanan menghambat
pelayanan + Kegiatan/aktivitas di unit layanan keberhasilan

4, | Analisis faktor |+ Kondisi sarana dan prasarana penunjang di unit | pelayanan dari
pendukung layanan BPPT Kota Semarang aspek 3PO
keberhasilan  dalam | PERSONIL
manajemen  Program/ upaya peningkatan kapasitas SDM
pelayanan * Kriteria SDM BPPT Kota Semarang
berdasarkan e Data personil yang berperan dalam proses

Sumber: Analisis Penulis, 2009
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Bagian b : digunakan untuk menunjukkan nomor responden
Bagian c : digunakan untuk menunjukkan paragraf dalam narasi hasil wawancara
Bagian d : digunakan untuk menunjukkan baris dalam paragraf

Contoh pengkodean:

' STR/NR-11/P.2/B.2

Artinya informasi berada dalam kategori strategi pelayanan (STR), merupakan hasil wawancara
responden yang ke-11 (NR-11), berada pada paragraf ke 2 (P.2) dan baris ke 2 (B.2) dalam
narasi wawancara.

Reduksi Data

Langkah selanjutnya adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan,
mengabstrakan, mengubah data yang tertulis di sebuah catatan. Dilakukan apabila dalam
pengkodean muncul jawaban-jawaban yang sangat menyimpang dan berbeda dengan jawaban-
jawaban lain dan jumlahnya sangat sedikit sehingga hanya akan mengacak pola utama yang
telah disusun. Dengan adanya reduksi data, maka akan dilakukan pembuangan data yaitu data-
data dengan sifat seperti itu tidak digunakan dalam proses analisis. Reduksi data akan terus
berlangsung selama proses analisis.

Penyajian Data

Penyajian data ini dilakukan untuk mempermudah pembacaan data, mempermudah analisis dan
penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan cara memvisualisasikan data dalam
bentuk yang mudah dimengerti. Bentuk-bentuk penyajian data yang akan dilakukan dalam
penelitian ini antara lain Deskripsi, Peta, Tabel, dan Gambar (dokumen foto),

Analisis Data

Tahap terakhir adalah analisis data, tahap ini mengubah data mentah menjadi informasi

sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam analisis.

1.10.3 Tahap Analisis

Tahapan analisis mengambarkan alur yang dilakukan pada bagian analisis. Tahapan ini disusun

secara sistematis dan saling terkait satu sama lain antar analisis. Tahapan analisis mengacu pada

sasaran yang telah dirumuskan. Adapun analisis-analisis yang akan dilakukan dijabarkan sebagai

berikut:

1. Analisis kesenjangan dalam penyelenggaraan pelayanan IMB di Kota Semarang

Tahapan analisis ini secara rinci menjabarkan pencapaian pelayanan yang dilakukan BPPT Kota

Semarang saat ini, hal ini dilihat dari kondisi ketercapaian output dan outcome. Ketercapaian
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output dilihat dari pelaksanaan program kerja yang telah disusun dalam rencana strategis
penyelenggaraan pelayanan, apakah program kerja yang telah disusun telah menghasilkan
output yang diharapkan. Adapun keterapaian outcome lebih fokus untuk mengintervensi pada
pencapaian target dan visi misi pelayanan. Apakah pelaksanaan program kerja yang dilakukan
telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target dan visi misi pelayanan, serta apa saja
hal yang menjadi kendala dalam pencapaian tersebut. Dengan demikian hasil yang diharapkan
dari analisis ini adalah bagaimana kesenjangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan
dan bagaimana bentuknya.

Analisis permasalahan (faktor penghambat) yang menjadi prioritas perbaikan dalam komponen
manajemen pelayanan (3PO).

Analisis ini difokuskan pada penggalian masalah dalam pengembangan komponen 3PO.
Berdasarkan analisis kesenjangan yang telah dilakukan sebelumnya maka dirumuskan bentuk-
bentuk kesenjangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan. Kesenjangan tersebut
dijabarkan menjadi penggalian permasalahan-permasalahan pada masing-masing komponen
3PO. Pada akhirnya masing-masing komponen akan ditemukan faktor-faktor yang menjadi
penghambat dalam mendukung keberhasilan pelayanan. Untuk penggambaran secara visual,
berbagai faktor penghambat yang ada distrukturkan dalam diagram tulang ikan (fish bone
diagram), sehingga dapat memudahkan perumusan inti permasalahan yang menjadi titik
akupuntur penyebab ketidakberhasilan pelayanan. Diharapkan nantinya upaya perbaikan pada
titik akupuntur permasalahan ini akan berdampak pada perbaikan komponen manajemen lainnya
dalam kerangka menajemen pelayanan publik.

Analisis upaya penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pelayanan
IMB di Kota Semarang

Tidak hanya berfokus pada permasalahan yang dihadapi di unit pelayanan, analisis yang
dilakukan juga berusaha melihat pencapaian-pencapaian terbaik yang telah dilakukan BPPT
Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan semangat appreciative inquiry yang melandasi penelitian
ini. Prinsip Good Governance merupakan harapan yang ingin dibangun dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan menjadi tolak ukur
perwujudan pelayanan prima. Beberapa prinsip yang dinilai akan mewakili perwujudan Good
Governance dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain prinsip akuntabilitas, transparansi,
partisipasi, ketanggapan dan profesionalisme. Dalam analisis ini akan dilihat bentuk-bentuk
upaya yang dilakukan masing-masing komponen manajemen pelayanan yaitu 3PO untuk
menerapkan kelima prinsip tersebut. Dengan demikian akan terlihat seberapa besar upaya yang

dilakukan pihak penyelenggara pelayanan dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.
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4. Analisis faktor-faktor pendukung keberhasilan manajemen pelayanan IMB di Kota Semarang
Analisis ini akan menjabarkan faktor apa saja yang menjadi pendukung keberhasilan pelayanan
yang dilakukan pada unit layanan BPPT Kota Semarang. Dalam penyelenggaraan pelayanan
pada unit layanan terdapat suatu pedoman yang harus dilakukan sebagai langkah untuk
meningkatkan pelayanannya, sehingga nantinya unit layanan yang memberikan pelayanan yang
baik akan memperoleh penghargaan citra sebagai unit layanan percontohan bagi unit pelayanan
lainnya. Pedoman tersebut seperti yang tertuang dalam KepMen PAN No. 28 Th. 2002. Analisis
ini akan mencoba menilai capaian yang dilakukan unit pelayanan BPPT Kota Semarang dengan
menggunakan variabel penilaian berdasarkan pedoman tersebut. Adapun output yang
diharapkan dari analisis ini adalah teridentifikasinya faktor-faktor pendukung keberhasilan
pelayanan perizinan IMB pada unit layanan di Kota Semarang. Output ini juga diperoleh
berdasarkan analisis yang dilakukan sebelumnya, terkait dengan upaya yang dilakukan dalam
menerapkan prinsip Good Governance. Faktor-faktor tersebut akan dijabarkan berdasarkan
masing-masing komponen 3PO. Seperti yang dilakukan pada faktor-faktor penghambat
sebelumnya, analisis ini juga akan menggunakan diagram tulang ikan sebagai tools untuk
merumuskan titik akupuntur pendukung keberhasilan pelayanan. Dimana faktor tersebut
merupakan faktor yang berkontribusi besar bagi keberhasilan pelayanan.

5. Analisis keterkaitan pelayanan pada unit layanan terhadap pemanfaatan ruang kota yang

berkelanjutan.
Analisis ini menekankan pemahaman pelayanan publik dalam konteks perencanaan wilayah dan
kota. Sebagai bentuk pengendalian tata ruang, aspek perizinan memegang peranan yang sangat
penting sehingga keberhasilan pelayanan pada unit layanan secara tidak langsung akan
memberikan dampak bagi upaya pengendalian pemanfaatan ruang oleh pemerintah kota.
Analisis ini secara jelas akan memaparkan bentuk-bentuk pengaruh yang akan ditimbulkan
dalam berbagai aspek dengan adanya upaya perwujudan pelayanan prima pada unit pelayanan
perizinan.

6. Perumusan rekomendasi bagi peningkatan kualitas manajemen pelayanan dengan matriks
SOAR
Sebagai langkah merumuskan rekomendasi dilakukan identifikasi terhadap aspek SOAR yaitu
strengh, oportunity, aspiration dan result. Jadi, berdasarkan kekuatan yang dimiliki pada masa
sekarang ini dan berdasarkan peluang yang dapat dikembangkan dimasa yang akan datang
dengan semangat mendukung terwujudnya aspirasi dan hasil yang diharapkan dapat dirumuskan
suatu tindakan perbaikan dalam upaya peningkatan pelayanan yang berkelanjutan (Continue
Prossess Improvement). Dengan demikian hasil yang diharapkan dari analisis ini adalah

rekomendasi bagi upaya peningkatan pelayanan dimasa yang akan datang.



- Visi dan Misi

- Program Kerja BPPT

- Pelaksanaan Program Kerja BPPT

- Output Pelaksanaan Program

- Qutcome yang diharapkan dari pelaksanaan program

Analisis Kesenjangan dalam

Penyelenggaraan Pelayanan

A

- Ketercapaian Output Berdasarkan Program
Kerja

- Ketercapaian Oufcome (Dampak/Manfaat
Jdalam Penyelenggaraan Pelayanan

v

Realisasi Penyelenggaraan Pelayanan yang di
Berikan kepada Masyarakat di Unit Layanan

- Upaya-Upaya yang telah Dilakukan BPPT untuk
Meningkatkan Kualitas Pelayanan

- Prinsip-Prinsip Good Governance (Akuntabilitas,
Transparansi, Partisipasi, Ketanggapan dan
Profesionalisme).

Analisis Prioritas Perbaikan dalam
Kerangka Komponen Manajemen
Pelayanan

A

Permasalahan (Faktor-Faktor Penghambat)
yang Menjadi Prioritas Perbaikan dalam
Komponen Manajemen Pelayanan (3PO)

v

- Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan oleh BPPT

- Indikator Keberhasilan Berdasarkan KepMen PAN
no.58 Th. 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Penilaian dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima
sebagai Unit Layanan Percontohan

Analisis Upaya Pelerapan Prinsip-Prinsip
Good Governance dalam

"| Penyelenggaraan Pelayanan IMB di Unit

Layanan BPPT

Y

Upaya Penerapan Prinsip-Prinsip Good
Governance dalam Penyelenggaraan Pelayanan
IMB di Unit Layanan BPPT

v

- Pencapaian yang telah Dilakukan - Strength

- Peluang pengembangan pelayanan dimasa yang
akan datang > Oportunity

- Harapan yang ingin diwujudkan ->Aspiration

- Hasil yang Diharapkan -> Result

Analisis Faktor-Faktor Pendukung
Keberhasilan dalam Manajemen
Pelayanan

Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
Manajemen Pelayanan

v

Analisis Keterkaitan Pelayanan yang

diberikan pada unit layanan dengan

Pemanfataan Tata Ruang Kota yang
Berkelanjutan

INPUT

Perumusan Rekomendasi dengan
Analisis SOAR

PROSES

Gambar 1.4

Kerangka Analisis
Sumber: Analisis Penulis, 2009

Keterkaitan Pelayanan dengan Pemanfataan
Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan

TEMUAN STUDI

Rekomendasi bagi Peningkatan Kualitas
Pelayanan IMB di Unit Pelayanan BPPT Kota
Semarang

R

OUTPUT

REKOMENDASI

21



21

1.11 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam laporan ini antara lain berisi lima bab. Bab pendahuluan
memberikan gambaran latar belakang dan permasalahan sehingga penelitian ini penting untuk
dilakukan, bagaimana sektor pelayanan publik dalam hal ini perizinan IMB memegang peranan
penting dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Tujuan dan sasaran yang ingin diketahui
dengan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya peningkatan kualitas pelayanan IMB di Kota
Semarang antara lain capaian dalam penyelenggaraan pelayanan dan kendala yang dihadapi. Untuk
mencapai tujuan tersebut maka akan distrukturkan alur pemikiran penelitian dalam kerangka
pemikiran studi. Bab ini juga akan diberikan gambaran pelaksanaan penelitian ini dari tahapan
pengumpulan dan pengolahan data sampai tahapan analisis hingga menghasilkan temuan studi.

Bab Il yang berjudul Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Mewujudkan
Manajemen Pelayanan Publik yang Berkualitas. Bab ini menjelaskan secara mendalam literatur
mengenai dinamika pelayanan publik, terkait dengan urgensinya, pedoman pelaksanaan, permasalahan
umum dalam penyelenggaraannya, komponen manajemen serta alur penyampaian pelayanan. Selain
itu juga menerangkan prinsip-prinsip good governance yang menjadi semangat dalam penyelengaraan
pelayanan. Dengan demikian akan diperoleh informasi mengenai kondisi ideal dalam manajemen
penyelenggaraan pelayanan publik.

Bab Ill yang berjudul Karakteristik Pelayanan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Unit
Layanan BPPT Kota Semarang mengkaji potensi dan kendala dalam penyelenggaraan pelayanan IMB
di unit pelayanan BPPT Kota Semarang. Potensi dan kendala dibahas dalam kerangka manajemen
pelayanan yaitu policy, prosedur, personil dan organisasi. Selanjutnya tahapan analisis dibahas pada
bab IV. Bab ini memaparkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Analisis yang dilakukan
antara lain analisis kesenjangan, analisis permasalahan dalam komponen manajemen pelayanan,
analisis penerapan prinsip good governance dalam penyelenggraan pelayanan dan analisis faktor
pendukung keberhasilan pelayanan. Kesemua analisis ini akan menghasilkan temuan studi yang
menggambarkan kualitas pelayanan yang diberikan di unit pelayanan BPPT Kota Semarang. sehingga
hal tersebut kemudian menjadi acuan dalam perumusan rekomendasi. Rekomendasi diberikan bagi
penyelenggara pelayanan (pihak BPPT Kota Semarang), masyarakat sebagai pengguna layanan dan

rekomendasi bagi studi lanjut.



